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STUDI TENTANG AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DESA SUNGAI MARIAM KECAMATAN ANGGANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Muhammad Hairil Ansyor

Artikel ini menggambarkan Akuntabilitas Pelayanan Publik di Kantor Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dimana indikator permasalahannya ialah Waktu dan biaya dalam hal pelayanan yang tidak sesuai standar, terlalu banyak mengulur waktu, banyak masyarakat yang terabaikan,  Pelayanan yang adil tidak dirasakan masyarakat, solusi hanya diberikan kepada orang-orang tertentu dan iming-iming akan dapatnya hadiah, Kesiapan akan pelayanan, masyarakat yang diharuskan menunggu dikarenakan pegawai yang belum datang dan sedang ada urusan di luar sehingga prioritas pelayanan sangatlah kurang. Artikel ini berargumentasi bahwa Akuntabilitas dalam pelaksanaan pelayanan publik diKantor Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana dapat dikatakan belum dapat akuntabel dalam memberikan pelayanan di karenakan kurangnya peraturan atau acuan dalam melaksanakan pelayanan serta sikap kurang pedulinya terhadap pelayanan yang seharusnya menjadi tugas pokok dalam pemerintahan desa sungai Mariam. Data yang dipresentasikan dalam tulisan ini bersumber dari hasil penelitian lapangan selama 26 hari yang berlokasi di Kantor Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara.
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Pendahuluan
Negara Indonesia berupaya melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan  tugas mewujudkan tujuan nasional yang termuat dalam Undang–undang Dasar 1945, alenia keempat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Berdasarkan Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menetapkan otonomi daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan kota. Sebagai konsekuensinya daerah otonom mempunyai kewenangan dan kekuasaan serta keleluasaan untuk melaksanakan kebijakan menurut aspirasi masyarakat selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang–undang Dasar 1945.

Tujuan pemberian otonomi daerah yaitu untuk memungkinkan daerah tersebut dapat mengatur, hak, dan kewajiban daerah otonom dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan  kepentingan setempat sesuai peraturan perundang-undangan dalam meningkatkan hasil guna dan daya guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Akuntabilitas merupakan syarat terhadap terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis dan amanah (good governance). Kelembagaan pemerintahan yang berakuntabilitas publik berarti lembaga tersebut senantiasa mau mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang diamanati oleh rakyat. Demikian pula masyarakat dalam melakukan kontrol mempunyai rasa tanggungjawab yang besar untuk kepentingan bersama. Bukan hanya untuk kepentingan kelompok atau golongan saja.
Tingginya tuntutan intensitas masyarakat mengharuskan pemerintah selalu berhadapan dengan masalah pelayanan publik. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah. Selain itu pelaksanaan pembangunan di setiap daerah tidak hanya mengacu pada peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan saja tetapi mengacu pada upaya non fisik seperti peningkatan standar dalam pelayanan, salah satunya masalah yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah adalah masalah mal administrasi hingga KKN.

Salah satu upaya untuk mewujudkan pelayanan yang akuntabel terhadap pengguna jasa, ditetapkan Keputusan Menteri Pendayaan Aparatu Negara Nomor.26/KEP/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Maksud ditetapkannya petunjuk teknis ini adalah sebagai acuan bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas pelayanan.
Dalam kondisi masyarakat yang semakin kritis, birokrasi publik dituntut harus dapat mengubah posisi dan peran dalam memberikan pelayanan publik. Dari apa yang suka mengatur dan memerintah berubah menjadi suka melayani, dari yang suka menggunakan pendekatan kekuasaan, berubah menjadi suka menolong menuju kearah yang fleksibel kolaboratis dan dialogis dan dari cara-cara yang sloganis menuju cara-cara kerja yang realistik pragmatis. Dengan revitalitas birokrasi publik, pelayanan yang lebih baik dan professional dalam menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya dapat terwujud.

Hal yang terpenting kemudian adalah sejauh mana pemerintah dapat mengelola fungsi-fungsi tersebut agar dapat menghasilkan pelayanan yang ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel kepada seluruh masyarakat yang membutuhkannya. Selain itu, pemerintah dituntut untuk menerapkan prinsip equity dalam menjalankan fungsi-fungsi tadi. Artinya pelayanan pemerintahan tidak boleh diberikan secara diskriminatif. Pelayanan diberikan tanpa memandang status, pangkat, golongan dari masyarakat dan semua warga masyarakat mempunyai hak yang sama atas pelayanan-pelayanan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mencermati hal tersebut diatas kiranya perlu diperhatikan kebutuhan pemerintahan akan tenaga-tenaga spesialis yang memiliki kemampuan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi teknis maupun generalis, yaitu proses penyelenggaraan pemerintahan agar benar-benar sejalan dengan aspirasi masyarakat dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip etika birokrasi.

Tanggung jawab aparat dalam hubungannya dengan organisasi publik digambarkan sebagai bentuk kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, memprioritaskan pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Pada kenyataannya, wajah birokrasi publik sebagai pelayan masyarakat masih jauh dari yang diharapkan. Di dalam praktek penyelenggaraan pelayanan rakyat menempati posisi yang kurang menguntungkan. Beragam keluhan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik menunjukkan mendesaknya suatu pembaruan makna baik dari sisi substansi hubungan Negara-masyarakat dan pemerintah-rakyat maupun perbaikan-perbaikan didalam internal birokrasi publik itu sendiri.

Kata perubahan menjadi kata yang sering kita dengar, di mana tuntutan perubahan sering disuarakan, baik oleh individu ataupun oleh anggota kelompok masyarakat lainnya. Tuntutan perubahan sering ditujukan kepada aparatur pemerintah, menyangkut peleyanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Rendahnya mutu pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur menjadi citra buruk pemerintah ditengah masyarakat. Bagi masyarakat yang pernah berurusan dengan birokrasi selalu mengeluh, dan kecewa terhadap tidak layaknya aparatur dalam memberikan pelayanan.

Paling tidak kurang lebih ada 385 jenis pelayanan publik yang diberikan aparatur kepada masyarakat, mulai dari urusan akte kelahiran sampai dengan urusan surat kematiam. Semua jenis pelayanan tersebut disediakan dan diberikan kepada masyarakat oleh aparatur pemerintah, baik aparatur yang ada di pusat maupun yang ada di daerah, secara umum belum banyak memuaskan masyarakat. Pelayanan yang diberikan terlalu terbelit, banyaknya biaya pungutan, dan waktu yang sangat lama, sehingga pelayanan yang diberikan cenderung tidak efektif dan efisien.

Dalam kondisi sekarang ini aparatur pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan total pada sikap, perilaku, tindakan kearah budaya yang dilakukan tersebut diharapkan mampu mewujudkan harapan masyarakat akan adanya pelayanan publik yang lebih adil,  akuntabel, efisien, efektif dan tranparan.

Hasil dari observasi, masyarakat Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara belum puas terhadap pelayanan publik di kantor Desa Sungai Mariam tersebut, ada 3 permasalahan yang sering dialami masyarakat yang membuat masyarakat Desa Sungai Mariam tidak puas dengan pelaksanaan pelayanan publik di Kantor Desa (1) Waktu dan biaya dalam hal pelayanan yang tidak sesuai standar, terlalu banyak mengulur waktu, banyak masyarakat yang terabaikan (2) Pelayanan yang adil tidak dirasakan masyarakat, solusi hanya diberikan kepada orang-orang tertentu dan iming-iming akan dapatnya hadiah (3) Kesiapan akan pelayanan, masyarakat yang diharuskan menunggu dikarenakan pegawai yang belum datang dan sedang ada urusan di luar sehingga prioritas pelayanan sangatlah kurang.

Fenomena tersebut menunjukkan belum tercapainya akuntabilitas pelayanan publik yang berkaitan dengan proses, yaitu pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Maka, menjadi suatu keharusan bagi Kantor Desa Sungai Mariam untuk akuntabel dalam memberikan pelayanan yang bisa memuaskan masyarakat. Sehingga kegiatan penelitian tentang masalah tersebut sangat penting untuk dilakukan, dengan penelitian ini di harapkan ditemukan satu pemecahan masalah mengenai masalah-masalah yang ada. Penelitian ini juga dapat dijadikan tolak ukur berhasil atau tidaknya Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat serta masyarakat dalam membangun desa. Untuk itu penulis dalam hal ini terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Studi Tentang akuntabilitas pelayanan publik di kantor Desa Sungai Mariam kecamatan Anggana kabupaten Kutai Kartanegara.”
Kerangka Dasar Teori
Akuntabilitas

Menurut Ndraha (2003:87), konsep akuntabilitas berawal dari konsep pertanggungjawaban, konsep pertanggungjawaban sendiri dapat dijelasakan dari adanya wewenang. pada prinsip bahwa penggunaan wewenang harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertama,  akuntabilitas, kedua,  responsibilitas  dan ketiga responsivitas.


Responsibilitas  merupakan konsep yang berkenaan dengan standar profesional dan kompetensi teknis yang dimiliki birokrasi publik dalam menjalankan tugasnya.  Administrasi negara dinilai responsibel apabila pelakunya memiliki standard profesionalisme atau kompetensi teknis yang tinggi.   Sedangkan konsep responsivitas  merupakan pertanggungjawaban dari sisi yang menerima pelayanan. Seberapa jauh mereka melihat birokrasi publik bersikap tanggap responsive  yang lebih tinggi terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan dan aspirasi mereka.


Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas  merupakan suatu istilah yang pada awalnya diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan di mana dana publik tadi ditetapkan dan tidak  digunakan secara ilegal. Dalam perkembanganya akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program. Usaha – usaha tadi berusaha untuk mencari dan menemukan apakah ada penyimpangan staf atau tidak, tidak efisien apa tidak prosedur yang tidak diperlukan. Akuntabilitas menunjuk pada pada institusi tentang “cheks and balance” dalam sistem administrasi. 


Mahsun (2011 : 34) membedakan akuntabilitas dan responsibilitas, menururtnya  keduanya merupakan  hal yang saling berhubungan tetapi akuntabilitas lebih baik dan berbeda dengan akuntabilitas. Akuntabilitas didasarkan pada catatan/laporan tertulis sedangkan responsibilitas didasarkan atas kebijaksanaan. Akuntabilitas  merupakan sifat umum dari hubungan otoritasi asimetrik misalnya yang diawasai dengan yang mengawasi, agen dengan prinsipal  atau antara  yang mewakil dengan yang diwakili. Dari segi fokus dan cakupanya, responsibility lebih bersifat internal sedangkan akuntabilitas lebih bersifat eksternal.

Mahsun juga membedakan akuntabilitas dalam arti sempit dan arti luas, akuntabilitas dalam pengertian yang sempit dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawban yang mengacu pada siapa organisasi atau pekerja individu bertangungjawab dan untuk apa organisasi bertanggngjawab. Sedang  pengertian akuntabilitas dalam arti luas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk meberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. 


Dengan demikian akuntabilitas merupakan  kewajiban untuk memberikan pertanggungajwaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
Kumorotomo (2005:79) bahwa akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Dengan demikian akuntabilitas birokrasi terkait dengan falsafah bahwa lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani masyarakat harus dipertanggungjawabkan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat.
Dwiyanto (2002:14) untuk mengetahui akuntabilitas suatu pelayanan publik maka dapat dilihat dari :

a)
Acuan pelayanan yang dipergunakan aparat birokrasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Indikator tersebut mencerminkan prinsip orientasi pelayanan yang dikembangkan oleh birokrasi terhadap masyarakat pengguna jasa;

b)
Tindakan yang dilakukan oleh aparat birokrasi apabila masyarakat pengguna jasa mengalami kesulitan dalam pelayanan.

c)
Dalam menjalankan tugas pelayanan, seberapa jauh kepentingan penggunaan jasa memperoleh prioritas dari aparat birokrasi.
Jenis-Jenis Akuntabilitas

Elwood dalam Mardiasno (2006 : 36) mengemukakan ada empat jenis akuntabilitas,yaitu:

a.
Akuntabilitas hukum dan peraturan, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Untuk menjamin dijalankannya jenis auntabilitas ini perlu dilakukan audit kepatuhan.

b.
Akuntabilitas proses, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik. Jenis akuntabilitas ini dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan yang cepat, responsif, dan murah biaya.

c.
Akuntabilitas program, yaitu : akuntabilitas yang terkait dengan perimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik, atau apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal.

d.
Akuntabilitas kebijakan, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam terhadap DPRD sebagai legislatif dan masyarakat luas. Ini artinya, perlu adanya transparansi kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan.
Pelayanan
Menurut Kotler dalam Lukman yang dikutip Sinambela (2006:4) Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Selanjutnya Sampera berpendapat pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Menurut Monir (2003:5) yang dikutip Pasolong ( 2007:128 ) mengatakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Sedangkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang dikutip oleh Pasolong (2007:128) mengemukakan bahwa pelayanan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Menurut Moenir (2000:16) pelayanan adalah pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang lain yang langsung, atau dengan kata lain pelayanan sebagai suatu proses interaksi antara orang lain dengan yang lainya. Pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu ia merupakan proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. Dalam hal pelayanan sebagai suatu proses, unsur proses layanan yaitu 1)  tugas layanan, 2) prosedur layanan, 3) kegiatan layanan, 4) pelaksanaan layanan. Unsur tersebut tidak dapat dipisahkan karena keempatnya akan membentuk proses kegiatan.
Pelayanan Publik

Menurut Kotler dalam Lukman (2000:8) yang dikutip oleh Sinambella (2006:4), pelayanan publik adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Selanjutnya Kurniawan (2005:4) yang dikutip Sinambela (2006:5) berpendapat bahwa pelayanan publik adalah pemberian layanan keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.


Kurniawan (2005:6) mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan. Definisi pelayanan publik menurut Kepmen PAN Nomor 25 Tahun 2004 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Kurniawan juga mengemukakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan factor material melalui system, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggaraan Negara. Negara didirikan oleh publik tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya Negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat, misalnya kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, dan lain-lainnya.


Subarsono dalam Dwiyanto (2002:136) pelayanan publik merupakan produk birokrasi publik yang diterima oleh pengguna maupun masyarakat secara luas. Karena itu, pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna.


Definisi pelayanan publik menurut Kepmenpan Nomor 25 Tahun 2004 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerimaan layanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Kepmenpan Nomor 58 Tahun 2002 mengelompokkan tiga jenis pelayanan tersebut didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan serta produk pelayanan yang dihasilkan, yaitu (1) pelayanan administrative, (2) pelayanan barang, (3) pelayanan jasa.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode Purposive Sampling yaitu pemilihan sekelompok subyek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dalam hal ini penulis memilih Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Pemerintahan informan kunci (key informan) dan metode teknik Accidental sampling yaitu mencari informasi dari masyarakat yang berada di saat penelitian diKantor Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana sehingga diharapkan akan mendapatkan data yang valid dan lengkap, dimana data primer diperoleh dari key informan dan informan, dan data sekunder diperoleh dari data-data Pemerintah Desa Sungai Mariam yang berkaitan dengan penelitian.
Teknik pengumpulan data dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Sedangkan analisis data yang digunakan ialah analisis data Miles Huberman yaitu pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Acuan Pelayanan Yang di Pergunakan Aparat Birokrasi Dalam Proses Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Pelayanan publik akan mempunyai akuntabilitas tinggi apabila  acuan utama penyelenggaraannya selalu berorientasi kepada pengguna jasa. Kepuasan pengguna jasa harus selalu mendapat perhatian dalam setiap penyelenggaraan pelayanan publik, karena, mereka berhak atas pelayanan terbaik pelayannya yaitu birokrasi. Untuk itu acuan penyelenggaraan pelayanan publik harus senantiasa berorientasi pada kebutuhan masyarakat.


Dalam penyelenggaraan pelayanan di Desa Sungai Mariam adalah berbagai aturan dan ketentuan yang di terapkan oleh pemerintah dalam peraturan daerah No.21 Tahun 2008 tentang pelayanan pendudukan. 

Dalam wawancaranya Muhammad Sholeh,S.Pdi, Sekretaris Desa Sungai Mariam
“Yang menjadi acuan pelayan disini, sebenarnya kami masih bingung kami harus mengikuti peraturan dispencapil atau bapemas pemdes kutai kartanegara sehingga kami tidak berani membuat peraturan Desa tentang acuan pelayanan publik. Dilihat dari pelaksanaan sekarang ini kami mengarah pada peraturan daerah no. 21 tahun 2008”(wawancara, 9 Juli 2014).
Pada prinsipnya adanya aturan tersebut telah mengatur standar pelayanan sebagaimana Undang-Undang No 25 Tahun 2009  tentang pelayanan publik yang sekurang-kurangnya meliputi : persyaratan prosedur pelayanan, waktu, biaya, sarana dan prasarana,kompetensi petugas pelayanan. Hanya saja, dalam realisasinya masih terdapat penyimpangan sehingga belum sepenuhnya memberikan pelayanan yang akuntabel kepada pengguna jasa.

Tindakan Yang di Lakukan Oleh Aparat Birokrasi Apabila Masyarakat Pengguna Jasa Mengalami Kesulitan Dalam Pelayanan


Salah satu ciri pelayanan yang akuntabel ialah pelayanan yang memberikan solusi atau jalan keluar bagi pelanggannya apabila masyarakat mengalami kesulitan. Solusi yang diberikan adalah solusi terbaik bagi pengguna jasa guna kemudahan pelayanan. Hakikat birokrasi adalah pelayan masyarakat, sudah menjadi kewajiban bagi seorang pelayan untuk melayani dan membantu tuannya dalam memenuhi dan mengatasi kesulitan yang dihadapi. 


Solusi yang diberikan oleh petugas ketika masyarakat pengguna jasa menghadapi kesulitan dalam pelayanan ialah memberikan informasi yang di butuhkan oleh pengguna jasa dan baru segera membantu menyelesaikan, Ibu Susilawati staf mengatakan ;

“…Jika ada pengguna jasa menghadapi kesulitan dalam pelayanan, maka kami akan memberikan informasi yang di butuhkan” (wawancara, 4 Agustus 2014).


Selanjutnya Pengguna Jasa yang mengalami kesulitan untuk melengkapi persyaratannya. Berikut Saudari Desy A. penuturannya:

“ada syarat yang saya tidak mengerti dan petugas pun menjelaskan itu segera saya mengerti dan saya melengkapinya. (wawancara, 6 Agustus 2014).

Adapun penuturan narasumber lain yaitu Ibu Jariah mengatakan :

“saya datang untuk minta pengantar kehilangan ke kantor polisi dan persyaratan saya belumlah lengkap saya diminta pengantar RT agar memastikan saya warga di RT setempat ,pada saat itu petugas memegang HTjadi petugas memanggil RT setempat dan membicarakan melalui HT tersebut. Hasilnya pun saya ngak perlu ke tempat RTnya dan surat pun saya dapat”( wawancara, 6 Agustus 2014).

Selanjutnya dalam wawancara Saudara Ludi mengatakan ;

“saya mengurus SPPT dan persyaratannya kurang jadi saya ya pulang saja 
dulu’ (wawancara, 6 Agustus 2014)
Dalam menjalankan tugas pelayanan, seberapa jauh Prioritas Dalam Memberikan Pelayanan daripada Kepentingan Birokrasi

Pelayanan publik yang akuntabel  ialah pelayanan yang mengutamakan dan menempatkan kepentingan masyarakat pengguna jasa sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berbagai sumber daya yang dimiliki oleh organisasi harus dicurahkan dan diprioritaskan untuk memenuhi kepentingan pengguna jasa di atas kepentingan yang lain, berarti organisasi memberikan penghargaan terhadap eksistensi masyarakat sebagai pengguna jasa yang harus mendapatkan prioritas pelayanan dari birokrasi


Orientasi pada pelayanan menunjuk pada seberapa banyak energi birokrasi di manfaatkan untuk penyelenggaraan pelayanan publik. Sistem pemberian pelayanan yang baik dapat dilihat dari besarnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh birokrasi secara efektif didayagunakan untuk melayani kepentingan pengguna jasa. Idealnya, segenap kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh aparat birokrasi hanya dicurahkan atau dikonsentrasikan untuk melayani kebutuhan dan kepentingan pengguna jasa.


Dalam penyelenggaraan pelayanan publik di kantor Desa Sungai Mariam prioritas pemenuhan kepentingan/kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya dapat di realisasikan. Berbagai sumberdaya organisasi tidak sepenuhnya di konsentrasikan untuk pemenuhan kepentingan pelayanan masyarakat akan tetapi juga dikonsentrasikan untuk kepentingan lain. Masih ada beberapa aparat pelayanan mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan, juga dibebani oleh tugas-tugas lain. Dalam wawancaranya Fathul Ramadhan Kaur Pemerintahan Mengatakan ;

“ Selain melayani di bidang pertanahan saya juga sebagai Kaur Pemerintahan yang juga mengelola ADD dalam dana operasional….”(wawancara, 6 Agustus 2014)

Selanjutnya Nursifah Staf juga menambahkan ;

“Selain Pelayanan ,saya juga staf di kaur pembangunan apabila sudah ngejar waktu laporan kadang dipelayanan sedikit terganggu sehingga saya langsung alihkan ke teman saya” (wawancara, 6 Agustus 2014)


Aparat birokrasi yang ideal adalah aparat birokrasi yang tidak dibebani oleh tugas-tugas kantor lain di luar tugas pelayanan kepada masyarakat. Aparat pelayanan yang ideal juga seharusnya tidak memiliki kegiatan/ pekerjaan lain yang dapat mengganggu tugas-tugas pelayanan. Menurut penuturan Sekretasis Desa Sungai Mariam, masih ada beberapa petugas yang mempunyai tugas merangkap.

“… masih ada beberapa petugas yang mempunyai tugas rangkap dan hal tersebut tidaklah mengganggu proses pelayanan semua masih bisa di kerjakan bersama”. (wawancara,7 Agustus 2014)

Faktor Pendukung Maupun Kendala/Hambatan Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik.
Faktor Pendukung
Faktor pendukung dalam pelaksanaan pelayanan publik menjadi indicator keberhasilan pelayanan yang diberikan pemerintahan kepada masyarakat dan menjadi acuan bagi setiap pegawainya dan aparatur untuk terus berkarya dibidang masing-masing.

Dalam hal ini mewawancarai Kepala Desa tentang faktor-faktor apa saja yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik pada Kantor Desa ini, beliau mengatakan bahwa :

“…Faktor-faktor yang mendukung dalam pelaksanaan publik disini adalah staf-staf saya bekerja dengan rajin dan membantu saya karena tanpa mereka saya bukanlah apa-apa, mereka yang membuat saya semangat dalam bekerja” (wawancara, 17 Juli 2014)

Selanjutnya staf pegawai Desa Sungai Mariam Susilawati mengatakan bahwa :

“…Banyaknya fasilitas yang dimiliki yang dapat menunjang setiap kegiatan yang dilaksanakan dikantor, salah satunya sarana gedung olahraga yang bias dijadikan tempat perlombaan Bulutangkis antara RT ataupun Desa setempat” (wawancara, 17 Juli 2014).
Faktor Penghambat
Dalam pelayanan publik juga tak jarang banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah selaku pelayan kepada masyarakat untuk itu Kepala Desa mengatakan bahwa:

“Banyak sekali kendala yang dihadapi salah satunya fasilitas kantor yang kurang memadai, ruangan kantor yang sempit dan tidak ada ruang rapat dan sebagian Kaur dan Stafnya terganbung dalam satu ruangan”(wawancara, 17 Juli 2014)

Selanjutnya hambatan-hambatan yang dihadapi seorang pemimpin dalam memberikan pelayan kepada masyarakat, beliau mengutarakan bahwa:

“Sulit memimpin didaerah sendiri terkadang muncul rasa kedaerahannya yang mengakibatkan kejalan nepotisme, sangat ssulit untuk menolaknya apalagi menghindar, tak jarang saya berkilah dengan alas an sesuai prosedur, belum lagi masyarakat yang tingkat pendidikannya dibawah karena mereka tidak sepenuhnya mengerti terhadap pelayanan yang kami berikan”(wawancara 17 Juli 2014)

Staf pegawai Pemerintah Desa Sungai Mariam Bella.A mengatakan bahwa :

“Semua peralatan sudah lengkap hanya saja untuk memeliharanya saja kadang tidak di laksanakan semua pegawai yang ada di sini sehingga peralatan yang penting seperti printer dalam keadaan tidak siap”(wawancara 17 Juli 2014)

Penutup
Berdasarkan analisis data secara deskripsi di atas tentang Akuntabilitas pelayanan publik di Kantor Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan bahwa acuan Orientasi Pelayanan belum sepenuhnya kepada pengguna jasa Hal ini, dilihat dari biaya-biaya yang tidak jelas masih adanya sifat ingin diberi agar suatu proses dapat dipermudah, tidak pastinya waktu pelayanan membuat bertanya-tanya namun tidak seiring karena ada juga yang cepat selesainya dan kinerja pegawai seperti Sumber daya manusia yang kurang akan pengetahuan entah dalam teknologi maupun peraturan, sarana prasarana yang lengkap namun tidak adanya perawatan membuat sarana selalu dalam kondisi yang buruk saat melaksanakan pelayanan. Solusi pelayanan yang diberikan petugas belum sepenuhnya memberikan kemudahan kepada pengguna jasa karena masih ada sebagian petugas yang menerima imbalan atas bantuan yang diberikan. Prioritas kepentingan pengguna jasa belum sepenuhnya di prioritaskan, karena pengguna jasa terkadang menunggu dengan sebab petugas bersangkutan tak ada di tempat.
Faktor pendukung dan pengahambat atau kendala dalam pelaksanaan pelayanan publik yaitu : dalam Faktor pendukung Para pegawai Kantor yang rajin dan giat. Dalam hal ini beberapa pegawai yang rajin bekerja dan giat membantu dalam pelaksanaan kepada masyarakat. Fasilitas Kantor yang cukup memadai. Banyaknya fasilitas yang memadai yang menunjang dalam pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Faktor Penghambat, ruangan Kantor yang sempit dan kurang Ruangan yang kurang seharusnya memiliki 5 ruangan kaur namun pada kenyataan hanya memiliki 3 rungan Kaur serta Tidak adanya ruang PPKdes bahkan tidak adanya ruang rapat, Pegawai yang kurang disiplin Pegawainya yang kurang disiplin dan tidak bertanggung jawab dengan tugas yang telah dibebankan, salah satunya tidak ada dikantor pada jam kerja dan tentunya ini menghambat pelayanan karena pada saat masyarakat berurusan, aparaturnya tidak ada dan tentunya pelayanan jadi lama dan lambat, Kurangnya tenaga kerja/pegawai Kurangnya tenaga kerja mempengaruhi pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan dapat dilihat dari struktur organisasi keluruahan sei Mariam yaitu Staf pemerintah yang masih kosong sehingga staf yang lain di opor untuk pelayanan dan membuat pegawai memiliki tugas ganda, sulit memimpin di daerah sendiri, seseorang Pemimpin Desa adalah orang yang menjadi panutan, dimana dia sebagai pemimpin suatu Desa, apalagi berasal dari Desa tersebut, namun sangat sulit untuk bersifat netral karena rasa kedaerahan dan kekeluargaan.
Setelah peneneliti melalui beberapa macam tahapan-tahapan penelitian dalam Akuntabilitas pelayanan publik dikantor Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, maka penulis memberikan saran-saran kepada beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini, adapun saran yang penulis perlu kemukakan adalah sebagai berikut:
1.
Pemerintah desa perlu merumuskan standar pelayanan yang jelas untuk setiap pelayanan agar dapat menjadi acuan pelayanan yang baik, standar tersebut meliputi seperti biaya dan waktu dan hendaknya standar pelayanan tersebut dibuka secara transparansi kepada masyarakat melalui media yang ada di kantor seperti papan pengumuman.

2.
Meningkatkan peran BPD dan LPM desa sungai mariam dalam mengontrol aparat desa dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat

3.
Menyediakan atau memberikan pelajaran pada aparat yang cukup sebagai  antisipasi terhadap segala kerusakan peralatan, sehingga dapat menghindari gangguan yang timbul akibat ketidaksiapan sarana dan prasarana.
4.
Kepala desa maupun sekretaris desa meningkatkan pengawasan kepada aparat dengan memberikan perhargaan bagi aparat yang berprestasi dan memberikan sanksi yang sebanding dengan kesalahan yang diperbuatnya.

5.
Meningkatkan kesejahteraan kepada aparat sehingga mengurangi keinginan untuk mencari tambahan penghasilan dalam bidang tugasnya yang sesuai dengan ketentuan yang ada.
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